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A. Latar Belakang Penelitian 
Globalisasi telah mengubah tatanan ekonomi semua negara. Mulai 
dari pertukaran produk, alat bayar yang semakin berkembang ke virtual 
account, komunikasi antara produsen dengan konsumen. Semua bangsa 
memiliki saling ketergantungan dalam suatu integrasi ekonomi. 
Pemenuhan kebutuhan nasional melalui ekspor impor dilakukan yang 
aturannya tunduk pada ketentuan hukum internasional. Globalisasi 
ekonomi merupakan suatu keniscayaan, sehingga harus dimaknai secara 
positif, distrategikan agar memberi kemanfaat bagi bangsanya. Sekalipun 
dalam globalisasi ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar yang dijiwai 
oleh persaingan, namun persaingan yang sehat akan menempatkan posisi 
pelaku usaha mampu bersaing di pasar ekonomi global. 
Proses globalisasi dalam berbagai bidang dan perkembangan lain 
yang terjadi selama ini, menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua 
bangsa. Terjadi hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi 
nasional kedalam ekonomi global. Proses tersebut terjadi secara bersamaan 
dengan bekerjanya mekanisme pasar yang dijiwai persaingan. Untuk 




menembus bukan saja pasar dalam negeri melainkan juga pasar dunia. Oleh 
karena itu, kebijakan perdagangan bebas yang melancarkan arus barang, 
jasa, dan produksi mau tidak mau harus mengandalkan produk yang mutu 
dan harganya bersaing1 
Strategi usaha dalam mendapatkan keuntungan yang besar pelaku 
ekonomi mendorong dilakukannya persaingan tidak sehat, baik dalam 
bentuk harga maupun bukan harga (price or not price competition). Dalam 
bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi suatu harga (price 
discrimination) ataupun penurunan dan penjatuhan harga atau disebut 
dengan istilah dumping. Suatu hal yang biasa, antar negara saling tuduh 
atas ketidak jujuran terhadap pihak lain, serta keinginan pihaknya lebih 
untung. 
Dumping terjadi apabila harga suatu barang yang di ekspor ke 
negara lain dengan harga jual yang berbeda di bawah harga jual terhadap 
produk yang sama atau memiliki kesamaan di pasar domestik, atau ketika 
produk yang di ekspor tadi dalam periode berkala di jual dengan harga di 
bawah biaya rata-rata produksi (average cost) dan mengakibatkan 
produsen lokal di negara pengimpor mengalami kerugian2. Hal ini tentu 
mengakibatkan kesenjangan perekonomian dalam perdagangan 
internasional. Sehingga praktik anti dumping yang sedemikian rupa 
hakikatnya juga merupakan unfair trade practice. 
                                                             
1 Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan 
Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13. 
2 Allan W. Wolf, “The Role of Anti Dumping Laws,” 2001 <www.google.co.id>. di unduh 




Sanksi idari ipraktik idumping idiatur idalam iWorld iTrade 
iOrganization i(WTO). iDalam iarticle iPasal iVI iGATT i1947 iyang 
idiimplementasikan idalam iAgrement ion iImplementation iof iArticle iVI 
iof iGATT i1994 i(Antidumping iCode i1994) iPengaturan imengenai 
idumping idan iAnti iDumping idalam ikerangka iGATT-WTO idapat 
idiuraikan isebagai iberikut:3 
1. Dumping iyang idilakukan ioleh isuatu inegara idengan idi ibawah 
iharga inormal iatau iless ithan ifair ivalue; 
2. Adanya ikerugian imaterial iatau iadanya iancama ikerugian imaterial 
iyang idisebabkan ioleh ibarang iimpor itersebut iterhadap iprodusen 
ibarang isejenis idipasar idometik inegara ipengimpor; idan 
3. Adanya ihubungan icausal ilink iantara iadanya ibarang idumping 
idengan iadanya ikerugian. 
World iTrade iOrganization iatau iWTO idihasilkan idari iputaran 
iUruguay iGeneral iAgreement ion iTarrift iand iTrade iatau iGATT 
i(1986-1994). iOrganisasi iini imemiliki ikedudukan iyang iunik ikarena 
iia iberdiri isendiri idan iterlepas idari ibadan ikekhususan iPBB. 
iPembentukan iWTO iini imerupakan irealisasi idari icita-cita ilama 
inegara-negara ipada iwaktu imerundingkan iGATT ipertama ikali i(1947). 
iYakni ihendak imendirikan isuatu iorganisasi iperdagangan iinternasional 
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i(yang idulu inamanya iadalah iInternasional iTrade iOrganization iatau 
iITO).4 
World Trade Organization atau WTO ini adalah organisasi antar 
pemerintah yang bertujuan untuk mengondisikan suatu perdagangan dunia 
atau antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan 
hambatan tarif maupun non tarif. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan 
dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perudingan 
konsensi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu 
anggotanya untuk menyelesaikan masalah sengketa dagang melalui 
mekanisme yang mengikat secara hukum. 
Indonesia telah meratifikasi WTO melalui Undang-Undang No. 7 
Tahun 1994 yang berarti sekaligus menerima Anti-dumping Code 1994. 
Dengan demikian telah terjadi transformasi hukum internasional ke dalam 
hukum nasional. Akibat hukum internal yang ditimbulkan dari ratifikasi 
maka Indonesia harus melakukan  harmonisasi  hukum, sedangkan akibat 
hukum eksternasional ketentuan WTO akan berlaku untuk seluruh negara 
peserta di dunia. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha merupakan 
salah satu bentuk Indonesia melakukan harmonisasi hukum. tujuan 
pembentukan Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 2 adalah 
“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya 
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berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan 
antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum“  
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Mengatur beberapa perilaku dan 
kegiatan yang di larang dan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak 
sehat.  Jual rugi juga sering kali dilakukan dalam praktik dagang exportir 
dengan menjual suatu barang maupun jasa di pasar internasional dengan 
harga yang sangat murah atau di bawah rata-rata. Praktik jual rugi juga 
dapat dilakukan oleh para produsen pengekspor yang dengan sengaja 
membanting harga lebih rendah dari pada harga barang tersebut di 
negaranya sendiri atau di negara lain, bertujuan untuk mematikan para 
pesaing-pesaing dalam melakukan kegiatan usaha. Salah satu ketentuan 
WTO yang mengatur perdagangan lintas negara adalah ketentuan dumping 
sebagaimana diatur dalam article:  
1. Part i iI: iArticle i1 i“Principles” 
An ianti-dumping imeasure ishall ibe iapplied ionly iunder ithe 
icircumstances iprovided ifor iin iArticle iVI iof i iGATT i1994 iand 
ipursuant ito iinvestigations iinitiated(1) iand iconducted iin 
iaccordance iwith ithe iprovisions iof ithis iAgreement. i iThe 
ifollowing iprovisions igovern ithe iapplication iof iArticle iVI iof 
iGATT i1994 iin iso ifar ias iaction iis itaken iunder ianti-dumping 
ilegislation ior iregulations. 
 
(Terjemahan yang dikutip dari Pasal VI GATT Bagian I: Pasal 1 
“Prinsip” 
Tindakan anti-dumping harus diterapkan hanya dalam keadaan yang 
diatur dalam Pasal VI GATT 1994 dan sesuai dengan investigasi 
yang dimulai (1) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Perjanjian 
ini. Ketentuan berikut mengatur penerapan Pasal VI GATT 1994 








2. Part iI: iArticle i2 iDetermination iof iDumping i 
2.1  For iithe iipurpose iiof iithis iiAgreement, ia iproduct iis ito ibe 
iconsidered ias ibeing idumped, ii.e. i iintroduced iinto ithe 
icommerce iof ianother icountry iat iless ithan iits inormal 
ivalue, iif ithe iexport iprice iof ithe iproduct iexported ifrom 
ione icountry ito ianother iis iless ithan ithe icomparable iprice, 
iin ithe iordinary icourse iof itrade, ifor ithe ilike iproduct iwhen 
idestined ifor iconsumption iin ithe iexporting icountry.5 
 
(Terjemahan iyang idikutip idari iPasal iVI iGATT iBagian iI: 
iPasal i2 iPenetapan iDumping 
2.1 iUntuk itujuan iPerjanjian iini, isuatu iproduk idianggap 
idibuang, iyaitu idimasukkan ike idalam iperdagangan inegara 
ilain idengan iharga iyang ikurang idari inilai inormalnya, ijika 
iharga iekspor iproduk iyang idiekspor idari isatu inegara ike 
inegara ilain ikurang idari iharga iharga iyang isebanding, 
idalam iproses iperdagangan ibiasa, iuntuk iproduk isejenis 
iketika iditujukan iuntuk ikonsumsi idi inegara ipengekspor). 
 
Bahwasannya iiArticle iiWTO iidiatas iimenjelaskan itentang 
idumping. iUndang-undang iNo. i5 iTahun i1999 iTentang iLarangan 
iPraktik iMonopoli idan iPersaingan iUsaha, imengatur ibeberapa iperilaku 
idan ikegiatan iyang idi ilarang idan iyang idapat imengakibatkan 
ipersaingan itidak isehat.6 iJual irugi ijuga isering ikali idilakukan idalam 
ipraktik idagang iexportir idengan imenjual isuatu ibarang imaupun ijasa idi 
ipasar iinternasional idengan iharga iyang isangat imurah iatau idi ibawah 
irata-rata. iPraktik ijual irugi ijuga idapat idilakukan ioleh ipara iprodusen         
pengekspor iyang idengan isengaja imembanting iharga ilebih irendah idari 
ipada iharga ibarang itersebut idi inegaranya isendiri iatau idi inegara ilain, 
ibertujuan iuntuk imematikan ipara ipesaing-pesaing idalam imelakukan 
ikegiatan iusaha. iDalam iPasal i7 iUndang-undang iNo. i5 iTahun i1999 
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tanggal 19 Maret 2021 pukul 17.00 WIB 




iTentang iLarangan iPraktik iMonopoli idan iPersaingan iUsaha 
idinyatakan ibahwa i“Pelaku iusaha idilarang imembuat iperjanjian idengan 
ipelaku iusaha ipesaingnya iuntuk imenetapkan iharga idi ibawah iharga 
ipasar, iyang idapat imengakibatkan iterjadinya ipersaingan iusaha itidak 
isehat.” iKegiatan idumping iitu idilarang, ikarena: 
a. Dumping berpotensi mematikan pelaku usaha skala kecil dan 
menengah yang berusaha masuk ke pangsa pasar. 
b. Pelaku usaha dumping sengaja menurunkan harga di bawah 
pasar dengan tujuan mematikan pesaing untuk menjadi pelaku 
usaha yang mempunyai posisi dominan dengan kontrol harga 
sepenuhnya berada pada pelaku dumping.7 
Beberapa kasus hukum mengenai dumping dan sanksi anti dumping 
pernah terjadi di Indonesia antara lain dalam kasus Baja Lapis Alumunium 
dan Seng (BJLAS) asal China dan Vietnam, dan kasus dumping biodiesel 
Indonesia yang mengekspor ke Uni Eropa yang akhirnya Indonesia di tuduh 
telah melakukan praktik dumping biodiesel tersebut. 
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, menarik untuk 
dikaji kasus hukum anti dumping dalam rangka keberlakuan hukum 
Internasional terhadap hukum nasional yang hasilnya akan dituangkan 
dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Harmonisasi Penerapan Hukum 
Anti Dumping Di Indonesia Terhadap Asosiasi Pengusaha”. 
                                                             





B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana di uraikan uraian diatas, 
maka akan di rumuskan permasalahan yang diidentifikasikan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana terjadinya ketentuan anti dumping di Indonesia 
dihubungkan dengan ketentuan anti dumping menurut Konvensi 
Internasional WTO-GATT? 
2. Bagaimana penerapan anti dumping di Indonesia terhadap Asosiasi 
Pengusaha Indonesia? 
3. Bagaimana upaya Harmonisasi Penerapan Hukum anti dumping di 
Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang ekonomi 
sebagai tujuan negara kesejahteraan? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian terhadap harmonisasi penerapan hukum anti dumping ini 
bertujuan sebagai berikut: 
1. Ingin mengkaji analisis tentang ketentuan anti dumping di Indonesia 
dihubungkan dengan ketentuan anti dumping menurut Konvensi 
Internasional WTO-GATT.  
2. Ingin mengkaji penerapan anti dumping di Indonesia terhadap Asosiasi 
Pengusaha Indonesia dalam kasus praktik dumping yang dilakukan 
oleh China dan Vietnam dan Sengketa Biodiesel antara Indonesia dan 




3. Ingin menemukan solusi upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Anti 
Dumping Di Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan 
bidang ekonomi sebagai tujuan negara kesejahteraan, serta untuk 
mengetahui ketentuan mengenai kerugian dalam pengenaan bea masuk 
terhadap Anti dumping dalam Peraturan Undang-undang. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara teoritis 
a. Bagi keilmuan. Diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan nuansa ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya, khusus pengembangan hukum ekonomi internasional. 
b. Bagi pengembangan penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini 
dapat menjadi referensi untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam.  
Untuk kontribusi pada pemerintah atau memperbanyak bahan-bahan 
yang bersifat teoritis dan menjadi bahan masukan untuk mengembangkan 
ilmu-ilmu tentang dumping, dan menyumbangkan pemikiran dalam disiplin 
khususnya pada bidang hukum ekonomi internasional, khususnya untuk 
memperluas pengetahuan dan referensi mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan dumping. 
2. Secara Praktis 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan praktis antara lain;  




Bagi pelaku usaha diharapkan pengertian serta hubungan Praktek 
dumping dengan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan 
perspektif hukum persaingan usaha.  
b. Bagi APINDO 
Diharapkan bagi hukum nasional di Indonesia dan Pemerintah agar 
Pemerintah lebih meningkatkan kebijakannya dalam menangani 
kasus-kasus tuduhan praktik dumping produk impor di Indonesia 
guna memberikan perlindungan hukum terhadap produk dalam 
negeri yang dilakukan melalui upaya penegakan hukum anti 
dumping. 
c. Bagi Dinas Perdagangan dan/atau Kementrian Luar Negeri 
Diharapkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini menjadi acuan 
bagi dinas perdagangan atau kementrian luar negeri dalam 
memecahkan kasus yang serupa dan menjadi rujukan bagi 
pemerintahan dapat membuat naskah akademik tentang aturan 
hukum yang mengatur tentang dumping tersebut. 
d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 
Diharapkan mencegah praktik dumping maupun secara represif 
yaitu berupa pemberian sanksi “pengenaan bea masuk anti 
dumping” terhadap pelaku ekonomi yang memasukan produk 
berindikasi dumping. 




Diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat 
mengenai aturan yang mengatur tentang anti dumping di Indonesia 
serta dapat memahami praktik dumping. 
f. Bagi pemerintah 
Diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat bermanfaat sebagai 
bahan kajian dalam mengambil suatu putusan atau kebijakan secara 
hukum khususnya kebijakan yang menyangkut dengan anti 
dumping, karena bahwasanya persoalan hukum ekonomi telah 
menjadi persoalan konflik utama yang kini dalam hal perdagangan 
internasional. 
E. Kerangka Pemikiran 
Negara hukum Pancasila yang menjadi karakteristik utama dan 
membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya, 
dimana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari 
satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatik yang dalam 
konteks hukum disebut sebagai hukum prismatik.8 Dapat dipahami bahwa 
negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatik (hukum prismatik). 
Hukum prismatik adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur baik 
dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga 
terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh. Sesuatu yang menyangkut 
peraturan harus berlandaskan dengan Pancasila. Jika ada suatu aturan yang 
                                                             
8pusdik.mkri.id/materi/materi_92_Makalah Negara Hukum Berwatak Pancasila, Hakim 




tidak bernafaskan pancasila maka peraturan tersebut harus diganti dan 
bahkan dibatalkan. Dari penjabaran diatas dapat memahami nilai komplek 
yang ada dalam sila Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum 
bangsa Indonesia bermaktub dalam pancasila itu sendiri, dimana nilai-nilai 
didalam Pancasila secara komplek di gambarkan seperti kondisi kehidupan 
warga negara Indonesia. Tujuan negara kesejahteraan sebagaimana 
diinginkan dalam sila kelima menyatakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia”. 
Dalam sila kelima ini memiliki arti bahwasanya seluruh masyarakat 
Indonesia memiliki keadilan yang sama dimata hukum, oleh karena itu 
setiap perbuatan yang dilakukan pasti mempunyai norma-norma yang 
mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sila kelima ini memiliki 
beberapa nilai yaitu:9 
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan 
suasana kekeluargaan dan kegotong-royong. 
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
4. Menghormati hak orang lain. 
5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat 
pemerasan terhadap orang lain. 
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6. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang 
merata dan berkeadilan sosial. 
Pancasila sebagai grundnorm norma dasar Negara dalam 
menanamkan nilai-nilai keadilan ,keadilan tersebut tertuang pada sila ke-2 
yaitu ”kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 yaitu: “Keadilan 
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berarti bahwa keadilan tersebut 
harus dirasakan oleh semua rakyat Indonesia melalui nilai keadilan, 
masyarakat Indonesia harus nya mendapatkan keadilan dan kepastian 
hukum.10 Hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang 
mempunyai sanksi terhadap pelanggarnya.11 
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 Pasal 1 
Ayat (3), yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. 
Dalam konsep mengharuskan pilar negara indonesia harus berbuat dan 
bertindak sesuai aturan yang ada, akan tetapi seperti kita ketahui bahwa 
Negara Indonesia juga termasuk Negara yang masih berkembang baik dari 
segi ekonomi, politik, dan hukum itu sendiri. 
Segala kegiatan pembangunan dan kegiatan perekonomi di 
Indonesia harus sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana 
diamanahkan dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-undang Dasar 1945, 
“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
                                                             
10 Otje Salman dan Anthon F.Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan 
Membuka Kembali), Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161. 





bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  
perdamaian abadi dan keadilan  sosial”. Serta prinsip ekonomi Dalam 
Undang-undang iDasar i1945 iPasal i33 iayat i(1) imenegaskan ibahwa 
i“Perekonomian i idisusun i isebagai i iusaha i ibersama i iberdasar i iatas i 
iasas ikekeluargaan.” iMakna iyang iterkandung idalam iayat itersebut 
isangat i idalam iyakni isistem i iekonomi iyang idikembangkan iseharusnya 
itidak i ibasis i ipersaingan i iserta i iatas i iasas i iyang isangat 
iindividualistik. iDemikian ipula idalam iPasal i33 iayat i i(2) i idan i iayat 
i(3) iUUD i1945 imemberikan i imaklumat i iyang i isangat i iterang-
benderang i ibahwa ipemerintah i imemiliki i iperan i iyang i isangat i ibesar 
dalam i ikegiatan i iekonomi.12 
Mengatakan ihukum imerupakan i“sarana iipembaharuan 
iimasyarakat” iididasarkan iikepada ianggapan ibahwa iadanya iketeraturan 
iatau iketertiban idalam iusaha ipembangunan idan ipembaharuan iitu 
imerupakan isuatu iyang idiinginkan iatau i idipandang i(mutlak) iperlu. 
iAnggapan ilain iyang iterkandung idalam ikonsepsi ihukum isebagai 
isarana ipembaharuan iadalah ibahwa ihukum idalam iarti ikaidah iatau 
iperaturan i ihukum imemang ibisa iberfungsi isebagai ialat i(pengatur) 
iatau isarana ipembangunan idalam iarti ipenyalur iarah ikegiatan imanusia 
ike iarah iyang idikehendaki ioleh i ipembangunan idan ipembaharuan.13 
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Apabila idiuraikan isecara ilebih iintens, idetail idan iterperinci 
imaka ialur ipemikiran idi iatas isejalan idengan iasumsi iSjachran iBasah 
iyang imenyatakan i“fungsi ihukum iyang idiharapkan iselain idalam 
ifungsinya iyang iklasik, ijuga idapat iberfungsi isebagai ipengarah idalam 
imembangun iuntuk imembentuk i imasyarakat iyang ihendak idicapai 
isesuai idengan itujuan ikehidupan i ibernegara”.14 
Dalam ihubungan idengan ifungsi ihukum iyang itelah i 
idikemukakannya, iMochtar iKusumaatmadja imemberikan idefinisi 
ihukum i idalam ipengertian iyang ilebih iluas, itidak isaja imerupakan 
ikeseluruhan iasas-asas idan ikaidah-kaidah iyang imengatur ikehidupan 
imanusia idalam imasyarakat, imelainkan imeliputi ipula ilembaga-lembaga 
(institution) idan iproses-proses i(processes) iyang imewujudkan 
iberlakunya ikaidah-kaidah iitu idalam ikenyataan. Dengan ikata ilain isuatu 
ipendekatan inormatif isemata-mata itentang ihukum itidak icukup iapabila 
ihendak imelakukan ipembinaan ihukum isecara imenyeluruh.15 
Menurut iteori iMochtar iKusuatmadja imengumukakan: 
Tujuan ipokok idan ipertama idari ihukum iadalah iketertiban. 
Kebutuhan iakan iketertiban iadalah isyarat ipokok ibagi adanya 
masyarakat imanusia iyang iteratur. iDisamping iitu, itujuan  
lain ihukum iadalah itercapainya ikeadilan iyang iberbeda iisi 
dan iukurannya imenurut imasyarakat idan izamannya.16 
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Tidakan idumping iterjadi iketika iproduk ibarang isuatu inegara 
idijual ike inegara ilain idengan iharga iyang lebih iirendah iidaripada 
iiharga iinormal iidan iimengakibatkan iiancaman iiberupa iikerugian 
imaterial i(material iinjury) iterhadap iindustri iyang isudah iada idi isuatu 
inegara. iPenjualan ibarang idi ibawah iharga inormal i(less ithan ithe 
inormal ivalue) iberarti: 
1. Harga ilebih irendah idaripada iharga idomestik iproduk isejenis iyang 
iditunjukan iuntuk ikonsumsi idi inegara ipengekspor; 
Dalam ihal itidak iada iharga idomestik itersebut idalam ibutir i(1) 
imaka idikatakan itelah iterjadi ipenjualan ibarang idi ibawah iharga inormal 
i(less ithan inormal ivalue) iapabila iharga ilebih irendah idaripada iharga 
iproduk isejenis iuntuk iekspor ike isuatu inegara iketiga, iatau, iharga 
ikurang idari ibiaya iproduksi iyang ibersangkutan idi inegara iasal idi 
itambah idengan ibiaya ipenjualan idan ilaba iyang iwajar.17 
Ketentuan mengenai dumping diatur juga dalam Pasal 7 Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha menyatakan : 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang 
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” 
 
Pasal diatas menjelaskan bahwa kegiatan dumping itu dilarang, 
karena: 
                                                             




a. Dumping berpotensi mematikan pelaku usaha skala kecil dan 
menengah yang berusaha masuk ke pangsa pasar. 
b. Pelaku usaha dumping sengaja menurunkan harga di bawah pasar 
dengan tujuan mematikan pesaing untuk menjadi pelaku usaha 
yang mempunyai posisi dominan dengan kontrol harga 
sepenuhnya berada pada pelaku dumping. 
Ketentuan mengenai dumping mengacu pasal VI General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) tentang bea masuk anti dumping 
dan penangkal subsidi (Anti Dumping and contervaling Duties). Pasal VI 
GATT 1947 memberikan hak kepada tiap negara untuk melaksanakan 
kebijakan Anti-dumping.18 Indonesia adalah anggota organisasi 
perdagangan dunia (The World Trade Organization) dan meratifikasi 
Agreement Establishing the World Trade Organization sebagaimana telah 
dituangkan dalam Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1994, Indonesia terikat 
untuk mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil dan wajar. 
Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai dumping telah 
dimasukan dalam Bab IV Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 
Kepabeanan, yaitu tentang Bea masuk Anti-Dumping dan Bea masuk 
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Imbalan. Pasal 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 
Kapabeanan yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan tersebut menyatakan : 
 “Bea masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang impor 
dalam hal: 
1. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai 
normalnya: dan; 
2. Impor barang tersebut: 
a. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang 
memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; 
b. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam 
negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang 
tersebut; atau 
c. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di 
dalam negeri.” 
Adapun dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 
1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan : 
“Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor 
sebagaimana dimaskud dalam pasal 18 setinggi-tingginya sebesar 
selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang 
tersebut” 
Peraturan perundang-undangan mengenai anti dumping tersebut, 




Pasal VI dan Pasal XVI GATT. Hal ini merupakan konsekuensi dari 
keanggotaan Indonesia dalam WTO yang salah satunya adalah 
mengimplementasikan Pasal VI GATT. Apabila ada ketentuan anti 
dumping dalam perdangan internasional dan dianggap melanggar 
ketentuan GATT, WTO berhak memaksa negara bersangkutan agar 
mematuhi ketentuan organisasi perdagangan dunia tersebut. 
Sebagai organisasi luar negeri WTO-GATT menerapkan 
beberapa prinsip utama untuk mencapai tujuannya, prinsip utama 
WTO-GATT dianta ranya sebagai berikut: 
1. Prinsip Most Favoured Nations (MFN), yaitu prinsip non-
deskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional.  
2. Prinsip National Treatment, yaitu prinsip yang mengatur produk 
hasil impor harus diperlakukan sama dengan produk dalam negeri.  
3. Prinsip Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan antar negara 
anggota GATT.  
4. Prinsip Non Tariff Measures, yaitu negara anggota GATT hanya 
diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan 
meningkatkan bea masuk produk impor.  
5. Prinsip Quantitative Restriction, yaitu negara anggota GATT tidak 
diperbolehkan melakukan pembatasan quota terhadap perdagangan 
internasional.19 
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F. Metode Penelitian 
Penelitian iini idigunakan idengan isuatu imetode, iuntuk 
imengungkap ifakta iyang itimbul idari imasalah-masalah iyang ipeneliti 
ikaji iyang ikemudian iakan idianalisis. iMetode iyang iakan idilakukan 
iadalah isebagai iberikut: 
1. Spesifikasi iPenelitian 
Dalam ipenelitian iini, ipeneliti imenggunakan imetode 
ideskriptif analitis iuntuk imenggambarkan ifakta idan imemperoleh 
igambaran  menyeluruh imengenai iperaturan iperundang-undangan idan 
idikaitkan dengan iteori-teori ihukum idalam ipraktik ipelaksanaannya 
iyang menyangkut ipermasalahan iyang iditeliti.20 iPenelitian iini iyaitu 
dengan imenganalisis ikasus iBaja Lapis Alumunium daan Seng 
(BJLAS) asal China dan Vietnam iyang imelakukan dumping di 
Indonesia, serta idi ituduhya iIndonesia imelakukan ipraktik idumping 
dalam ikasus iekspor iBiodiesel iyang idikenakan ianti idumping ioleh 
Uni iEropa, iselanjutnya ipeneliti isejalan idengan iperaturan iyang 
berlaku idalam iUndang-undang iNomor i5 iTahun i1999 iTentang 
Larangan iPraktik iMonopoli idan iPersaingan iUsaha, iaturan iGATT 
Article iVI idan iUndang-undang iNomor i10 itahun i1995 iTentang 
Kepabeanan isebagaimana itelah idiubah idengan iUndang-undang 
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Nomor i17 iTahun i2006 iTentang iPerubahan iatas iUndang-undang 
Nomor i10 iTahun i1995 iTentang iKepabeanan. 
2. Metode iPendekatan 
Peneliti iskripsi iini imenggunakan imetode ipendekatan iyuridis 
normatif iyaitu ipenelitian iyang imenekankan ipada iilmu ihukum, 
selain iitu ijuga iberusaha imenelaah ikaidah-kaidah ihukum iyang 
berlaku idalam imasyarakat.21 iPenelitian ihukum inormatif iadalah 
penelitian ihukum iyang idilakukan idengan icara imeneliti ibahan 
pustaka/data isekunder. iPenelitian iini imenitikberatkan ipada iilmu 
hukum iserta imenelaah ikaidah-kaidah ihukum iyang iberlaku ipada 
hukum iekonomi iinternasional, iterutama iterhadap ikajian ianti-
Dumping idilihat idari isisi iperaturan iperundang-undangan iyang 
berlaku. iSerta ipengumpulan idata idilakukan idengan 
menginventarisasikan, imengumpulkan, imeneliti, idan imengkaji 
berbagai ibahan ikepustakaan ibaik iprimer idan isekunder. 
3. Tahapan iPenelitian 
Tahapan ipenelitaian iyang idilakukan imenggunakan itahap iyaitu: 
Studi iKepustakaan i(Library iResearch). i 
Penelitian iKepustakaan iyaitu ipenelitian iyang idilakukan iuntuk 
mendapatkan idata iyang ibersifat iteoritis, idengan imempelajari 
sumber-sumber ibacaan iyang ierat ihubungannya idengan 
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permasalahan idalam ipenelitian iini22. iAdapun itermasuk idata data 
sekunder: 
a. Bahan ihukum iprimer, iyaitu iperaturan iperundang-undangan 
iyang iberkaitan idengan iobjek ipenelitian, idiantaranya: 
1) Undang-Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia 
iAmandemen ike-IV iTahun i1945; 
2) Article iVI iWTO-GATT 
3) Undang-undang iNomor i5 iTahun i1999 iTentang  Larangan 
iPraktik iMonopoli idan iPersaingan iUsaha 
4) Undang-undang iNomor i10 iTahun i1995 iTentang 
Kepabeanan isebagaimana itelah idiubah idengan iUndang-
undang iNomor i17 iTahun i2006 iTentang iPerubahan iatas 
Undang-undang iNomor i10 iTahun i1995 iTentang 
Kepabeanan. 
b. Bahan ihukum isekunder, iyaitu ibahan iyang imemberikan 
penjelasan imengenai ibahan ihukum iprimer.23 iBerupa ibuku-buku 
yang iada ikaitannya idengan ipenulisan iusulan ipenelitian ihukum 
ini. 
c. Bahan ihukum itersier, iyaitu iyaitu ibahan-bahan iyang 
memberikan iinformasi itentang ibahan ihukum iprimer idan ibahan 
hukum isekunder. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara: 
Studi Kepustakaan (Library Study) Dengan melakukan 
penelaahan data yang diperoleh penelusuran terhadap peraturan 
perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, indeks 
kumulatif, dan lain lain melalui inverisasi data secara sistematis dan 
terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu 
penelitian, apakah suatu peraturan bertentangan dengan kenyataan yang 
ada dilapangan atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.24 
5. Alat Pengumpulan Data 
Penelitian kepustakaan (Library Research) penelitia 
kepustakaan dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan langsung 
untuk mendapatkan informasi dan data-data, tetapi melakukan penelitian 
dengan cara mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan jurnal 
research, dokumen da peraturan Perundang-undangan yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
6. Analisis Data 
Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data 
menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi 
lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, 
khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini menggunakan 
                                                             




yuridis kualitatif, analisis kualilatif, dalam arti yaitu bahwa melakukan 
analisis terhadap data yang diperoleh pada timjauan normatif terhadap 
objek penelitian dan peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai 
hukum positif yang berlaku juga memperhatikan hierarki peraturan 
perundang-undangan dan yang terjamin kepastian hukumnya. 
Data yang diperoleh dari penelusuran di analisis secara 
sistematis, menyeluruh (holistic) dan komperhensif. Cara menganalisis 
penelitian dari data yang dihasilkan analisis dan dideskripsikan sehingga 
menghasilkan sesuatu yang utuh, menyeluruh, sistematis dan 
komperhensif, jika ada data kuantitatif berupa rumus matematik atau 
disajikan dengan statistik hanya sebagai pendukung data kualitatif. 
7. Lokasi Penelitian 
Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-
tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang di angkat pada 
penulisan hukum ini. Lokasi penelitian yaitu : 
a. Lokasi Perpustakaan (Library research) : 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung, Jln Lengkong Dalam No 17 Bandung.  
2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. 
Dipatiukur No. 35 Bandung. 
